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ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Pegawai Bank Dalam 
Tindak Pidana Penggelapan Dana Nasabah Dengan Cara Menggandakan Rekening 
Skripsi ini merupakan tugas akhir saya sebagai penulis untuk memenuhi syarat-syarat 
dan tugas dalam memperoleh gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas 
Sriwijaya.

Hal ini merupakan masalah serius dan sangat penting bagi perkembangan 
Hukum Pidana di masa yang akan datang dan juga perkembangan untuk dunia 
perbankan di masa yang akan datang. Penulis menganggap masalah ini tidak bisa 
dianggap masalah yang sepele yang mungkin bisa saja dianalogikan sebagai tindak 
penggelapan biasa yang sudah ada sebelumnya dan pengaturannya ada dalam KUHP. 
Sekarang tindak Pidana ini teijadi pada pejabat atau pegawai bank, bukan tidak 
mungkin dimasa yang akan datang tindak pidana ini terjadi pada pejabat-pejabat 
besar negeri ini mengingat penegakan hukum untuk tindak pidana seperti ini 
belumlah jelas pengaturannya di Indonesia. Untuk itu penulis mengambil langkah 
untuk menulis skripsi tentang bagaimana nantinya mengatasi masalah tindak pidana 
ini dimasa yang akan datang.

Permasalahan yang akan dibahas yaitu mengenai faktor yang mendorong bank 
sebagai lembaga keuangan yang dijadikan sebagai sarana dan modus operandi dalam 
tindak pidana penggelapan dan membahas juga tentang konsep pertanggungjawaban 
tindak pidana penggelapan yang dilakukan petugas atau pejabat Bank.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Penggelapan, 
Menggandakan Rekening

Dana Nasabah,

xiii
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4' AkwBABI

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kejahatan merupakan bayang-bayang peradaban manusia, semakin maju 

peradaban manusia maka kejahatan pun berkembang bahkan lebih maju dari 

peradaban manusia itu sendiri. Kejahatan penggelapan pada hakikatnya merupakan 

kejahatan yang konvensional, dan seiring dengan berkembang dan majunya 

peradaban manusia maka kejahatan penggelapan inipun mengalami kemajuan dalam 

modus operandi pelaku tindak pidana. Dalam hal ini, yang dimaksudkan adalah

penggelapan dalam dunia Perbankan. Sehingga penggelapan yang dimaksud dapat

dikategorikan ke dalam Tindak Pidana di Bidang Perbankan.

Dalam hal ini, yang dimaksud dengan “...Perbankan adalah segala sesuatu 

yang menyangkut tentang Bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara, 

dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya...”.1 Berdasarkan pengertian 

tersebut dapat dikatakan bahwa sistem perbankan adalah suatu sistem 

menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara, dan 

proses melaksanakan kegiatan usahanya secara keseluruhan.

yang

Hermansyah. Hukum Perbankan Nasional Indonesia, cetakan keempat, Jakarta, Kencana, 
2008, Hal. 18. ’

1
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“Tindak pidana Perbankan terdiri atas perbuatan-perbuatan yang melawan 

hukum dalam ruang lingkup seluruh kegiatan usaha pokok lembaga keuangan 

Bank”.2 Sebagaimana diketahui, bahwa “tindak pidana perbankan merupakan salah 

bentuk tindak pidana dalam dibidang ekonomi. Tindak pidana di bidang 

perbankan dilakukan dengan menggunakan Bank sebagai sarana dan sasarannya”.3

Seiring dengan perkembangan peradaban manusia dan juga perkembangan 

teknologi maka tindak pidana pengelapan ini pun tidak lagi menggunakan cara-cara 

atau modus operandi konvensional seperti dulu dan salah satu cara yang cukup 

modem itu adalah penggelapan dengan menggunakan rekening dengan 

menggandakan suatu rekening bank atas nama yang berbeda tapi pemilik yang sama. 

“Bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang paling penting dan besar 

peranannya dalam kehidupan masyarakat dan salah satu bentuk usaha yang memiliki 

keleluasaan dalam menghimpun dan menyalurkan dana”.4 sehingga sangat strategis 

untuk digunakan sebagai sarana melakukan tindak pidana dibidang 

keuangan/perbankan. Selain itu fasilitas transfer dana secara elektronis yang ada pada 

bank-bank ditanah air ini memberi peluang ataupun kesempatan oleh para pelaku 

tindak pidana dibidang perbankan khususnya penggelapan untuk secara cepat dan 

relatif murah serta aman ke rekening pihak lain, baik dalam maupun luar negeri.

satu

Muhammad Djumaha, Hukum Perbankan Di Indonesiaycetakan kelima, Jakarta,PT.Citra 
Aditya Bakti,2006, hal.5 82

3 Hermansyah, Op.c/7, Hal. 151
4 Muhammad Djumaha ,0p.C/7, hal. 106.
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Perkembangan hukum perbankan di indonesia dalam waktu belakangan ini 

mengalami kemajuan yang kurang menggembirakan, namun pemerintah Indonesia 

tidak berdiam diri, ternyata berbagai upaya telah dilakukan agar industri perbankan 

Nasional mengalami perbaikan dan kemajuan yang pada gilirannya menuju kepada 

perbaikan. Selain itu, keterkaitan dan kepercayaan masyarakat kepada dunia

yang utama yang harus selalu dijaga danperbankan merupakan pilar dan unsur

dipelihara.

Dengan demikian maka bagi pemerintah dana lembaga perbankan perlu sekali 

untuk tetap selalu membangkitkan pemahaman yang benar dari masyarakat terhadap 

industri perbankan, hal ini diatur dan merupakan satu kewajiban yang tercantum

dalam Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 jo. Undang-Undang Nomor

10 Tahun 1998 bahwa: “bank perlu menyediakan serta memberi informasi kepada 

nasabah guna mencapai kemanfaatan yang maksimal dari kegiatan perbankan 

Indonesia”.5 Telah terbentuk suatu sistem perbankan yang berlaku secara umum dan 

menyeluruh yaitu sifat serta fungsi pokok dari kegiatan bank yang hampir sama, 

dibalik itu pula terdapat keterkaitan kehidupan dan kegiatan bank secara global yang 

melewati batas negara, jadi tidak terbatas dalam suatu lingkup wilayah negara 

tertentu, melainkan secara luas meliputi ekonomi dunia. “Adapun ruang lingkup 

terjadinya tindak pidana perbankan dapat dapat teijadi pada keseluruhan lingkup

Lihat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998
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kehidupan dunia perbankan atau yang sangat berkaitan dengan kegiatan perbankan 

dan lebih luasnya mencakup juga lembaga keuangan lainnya”.6

jabatan dalamAdapun contoh kasus penggelapan dengan 

menggandakan rekening bank yang pernah teijadi adalah :

nama

Kasus penggelapan di Bank BRI Setia Budi, Medan

Berdasarkan putusan pengadilan dengan nomor 1945/Pid.B/2005/PN.Mdn. 

Terdakwa dengan nama HIMMANUEL FADLY SERJEGAR yang lahir di Medan,

Umur 30 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, agama Islam dan

bertempat tinggal di Jln.Rahmadsyah Gg. Akip No. 374 Medan, Sumatera 

Utara.melakukan tindak pidana terhadap EDWIN MANURUNG yang dilakukan

pada tanggal 27 januari 2005 yang bertempat di kantor cabang Bank Rakyat

Indonesia (BRI) unit Setia Budi Medan. Dimana tindak pidana tersebut dilakukan

dengan cara:

a. Bahwa terdakwa adalah pegawai pada Bank Rakyat Indonesia yang bertugas 

sebagai teller pada BRI unit Setia Budi. Kemudian pada tanggal 25 januari 

saksi Edwin Manurung menjadi nasabah dan membuka rekening di Bank 

Rakyat Indonesia Unit Setia Budi dengan nomor rekening 33-20-8249 atas 

Edwin Manurung dengan jenis tabungan SIMASKOT dengan setoran 

awal sebesar Rp. 1.000.000.,- pada tanggal 26 Januari 2005 saksi Edwin

nama

6 Muhammad Djumaha, Op.Cit, hal 582
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Manurung mentransfer dana ke rekening nomor rekening 30-20-8249 atas 

Edwin Manurung dari Bank Mandiri Cabang Imam Bonjol Medan 

sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), 

b. Bahwa terdakwa kemudian menggandakan buku tabungan dengan nomor 

rekening 33-20-8249 atas nama Edwin Manurung jenis tabungan 

SIMASKOT, dengan cara mengambil buku tabungan SIMASKOT yang 

masih kosong yang ada dikantor BRI Setia Budi dan mencetaknya sendiri 

tanpa sepengetahuan saksi korban Edwin Manurung, dengan maksud agar 

terdakwa dapat menggunakan buku tabungan tersebut untuk menarik uang 

tunai dari rekening milik saksi Edwin Manurung.

nama

c. Bahwa pada tanggal 27 januari 2005 nasabah datang untuk melakukan

transaksi ( menyetor,menarik dana) , kemudian terdakwa mencocokkan saldo 

nasabah yang ada pada buku tabungan denga saldo yang ada dikoputer 

terdakwa, apabila ternyata saldo yang ada pada komputer terdakwa dari saldo 

yang ada pada buku tabungan maka terdakwa tahu bahwa saldo tersebut lebih 

kecil dari saldo yang ada pada buku tabungan akibat telah pernah terdakwa 

tarik dana dari tabungan nasabah tersebut tanpa sepengetahuan nasabah. 

Untuk supaya sama saldo yang ada dikomputer dengan saldo yang ada pada 

buku tabungan, maka terdakwa membuat slip penyetoran kerekening nasabah 

sebesar dana yang berkurang termasuk bunganya, sehingga saldo yang ada 

pada komputer menjadi sama dengan yang ada dibuku tabungan. Dan supaya 

kas fisik dengan kas yang ada dikomputer seimbang pada saat tutup buku
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harian maka sebelum tutup buku harian terdakwa membuat slip pengambilan 

tunai dari rekening Edwin Manurung, tanda tangannya terdakwa palsukan. 

Demikianlah cara terdakwa pada saat mengambil uang milik Edwin

Manurung.

Putusan pengadilan negeri Medan menyatakan telah terbukti dan secara sah 

dan meyakinkan tindak pidana “ penggelapan dalam jabatan” yang dalam tulisan ini 

dibut sebagai petugas/pejabat Rekening bank.

Keurgensian hal diatas, salah satunya dikarenakan lembaga perbankan secara

parsial adalah rawan terhadap berbagai bentuk perbuatan yang dapat dikategorikan

sebagai pelanggaran hukum dimana aksesnya tidak saja hanya berupa orang/subjek

yang bersangkutan, namun juga terhadap bank-bank lainnya dan nasabah ( baik

nasabah penyimpan maupun nasabah debitur ) serta pemerintah atau negara.

Dengan demikian, untuk menentukan viktimisasinya tergantung pada bentuk 

dan jenis tindak pidana perbankan yang terjadi.

Penulis dalam hal ini memfokuskan kajian kepada perbuatan melanggar 

hukum dibidang perbankan berupa suatu tindak pidana penggelapan dengan 

menggandakan rekening bank. Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana 

perbankan tidak saja dikarenakan masih belum sempurnanya peraturan perundang- 

undangan dibidang perbankan, maupun kepidanaan, akan tetapi masih banyak sederet
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faktor-faktor penyebab lainnya, seperti lemahnya peranan Bank Indonesia sebagai 

“Bank Sentral yang mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan kebijakan moneter

2. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran

3. Mengatur dan mengawasi bank”.7

Dimana salah satu tugasnya ialah mengawasi industri perbankan dan 

kelemahan sistem manajemen perbankan, kekurang profesionalan bankir dan bahkan 

persaingan antar bank itu sendiri. Disamping itu, kurangnya peran OJK (Otoritas Jasa 

keuangan) sebagai salah satu lembaga yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang 

Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi “menyelenggarakan sistem pengaturan dan 

pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa 

keuangan yang melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap : (1) 

kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, (2) kegiatan jasa keuangan di sektor 

pasar modal dan (3) kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, 

lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya”.8 Konsekuensi logisnya 

baik pelaku/modus operandi, korban maupun jenis dari tindak pidana perbankan 

tersebut cukup bervariatif kesemuanya itu berkembang seiring dengan laju pesatnya 

industri perbankan dan tehnologi di bidang perbankan.

“Ada beberapa kondisi yang menyebabkan meningkatnya frekuensi kejadian 
dan berulangnya suatu tindak pidana perbankan, yaitu :

7 Hermansyah, Op.Cit, Hal. 164
8 llttni//icl.wikipedia.org/wiki/Otoritas Jasa Keuangan, diakses tanggal 10 april 2013
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1. Dari segi pelaku,mereka bertindak karena yakin serig terjadi kurang hati- 
hatian pada pelaksanaan administrasi perbankan.

2. Dari segi kondisi perbankan,Bank sering menutupi apabila suatu 
pelanggaran hukum di Banknya.

3. Adanya faktor pendukung berupa kolusi
4. Dan beberapa segi lainnya”.9

Disamping itu, perkembangan tindak pidana perbankan tersebut selain banyak 

menimbulkan dampak yang sangat merugikan terhadap para pihak yang menjadi 

korbannya, juga akan menimbulkan kesan negatif masyarakat terhadap lembaga

perbankan Indonesia.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis ingin mengangkat permasalahan ke

dalam skripsi yang berjudul “PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PEGAWAI

BANK DALAM TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DANA NASABAH

DENGAN CARA MENGGANDAKAN REKENING”.

9 Muhammad Djumaha, Op.Cit, Hal. 583



9

B. PERMASALAHAN

Sehubungan dengan latar belakang, penulisan judul seperti yang diutarakan di 

atas maka yang menjadi pokok permasalahannya dalam skripsi ini adalah sebagai

berikut:

1. Apa faktor yang mendorong Bank dijadikan sebagai sarana dalam 

tindak pidana penggelapan dalam perbankan?

2. Bagaimana konsep pertanggungjawaban pidana penggelapan di

bidang perbankan?

C. RUANG LINGKUP PEMBAHASAN

Penulis dalam hal ini memfokuskan kajian kepada perbuatan melanggar 

hukum di bidang perbankan berupa suatu tindak pidana penggelapan dengan 

menggandakan rekening bank. Dimana dalam hal ini mengkaji faktor yang 

mendorong Bank dijadikan sebagai sarana dalam tindak pidana penggelapan dalam 

perbankan dan konsep pertanggungjawaban pidananya di bidang perbankan.

D. DEFENISI KONSEP

Defenisi konsep adalah istilah dan defenisi yang digunakan untuk

menggambarkan secara abstrak j kejadian, keadaan, kelompok atau individu yang 

menjadi pusat perhatian dari sejumlah karakteristik kejadian, keadaan, kelompok atau 

individu tertentu. Dalam skripsi tentang Pertanggungjawaban pidana oleh pegawai
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Bank Dalam Penggelapan Dana Nasabah Dengan cara Menggandakan Rekening 

Bank, defenisi konsep yang diajukan adalah:

“Pertanggungjawaban pidana adalah suatu perbuatan yang oleh hukum 

diancam dengan hukuman, bertentangan dengan hukum, dilakukan oleh 

bersalah dan orang itu dianggap bertanggung jawab atas

1.

seorang yang 

perbuatannya”.10

2. Pegawai Bank adalah orang yang bertugas melakukan kegiatan-kegiatan 

dalam Bank sesuai dengan jabatan masaing. Contohnya Teller, costume

Service dll.

3. Penggelapan adalah barang siapa dengan sengaja dan dengan melawan hukum 

memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dan 

yang ada padanya bukan karena kejahatan di hukum karena penggelapan

dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak- 

banyaknya 15 kali enam puluh rupiah”. 11 unsur-unsurnya adalah :

a. memiliki

b. barang

c. yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

d. barang itu ada padanya bukan karena kejahatan

e. dengan sengaja

10 Muladi dan dwidja priyatno, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi,Jakarta, Kencana 
Predana Media Group, hal 61.

11 Lihat Kitab Undang-undang Hukum Pidana, pasal 372
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f. dengan melawan hukum 

dan menurut pasal 374 :

“Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu karena 

jabatannya sendiri atau pekerjaannya atau karena medapat upah uang 

dihukum sebagai penggelapan dengan hukuman penjara selama-lamanya 5 

tahun”. 12

Unsur-unsur:

a. unsur pasal 372

b. Barang dibawah kekuasaannya, karena :

1. hubungan keija secara pribadi

2. hubungan keija dalam mata pencaharian akan profesinya

3. hubungan keija untuk memperoleh upah uang .l3

4. Dana nasabah adalah dana milik orang atau badan yang mempunyai rekening

simpanan atau pinjaman pada bank.

5. Menggandakan rekening adalah usaha memperbanyak atau melipatkan 

beberapa kali catatan transaksi-transaksi keuangan yang bersangkutan dengan 

aktiva, kewajiban, modal, pendapatan dan biaya. 14

12 Ibid. Pasal 374
H.A.K. Moch. Anwar, Tindak Pidana Dibidang Perbankan, Jakarta, Penerbit Alumni, 1980, 

http.;//wordpress.com/2011/12/23/pengertian-rekening/. diakses tanggal 10 april 2013
hal 60
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E. TUJUAN DAN MANFAAT PENULISAN

a. Tujuan Penelitian

Skripsi ini sebagai suatu karya tulis ilmiah kiranya bermanfaat bagi 

perkembangan hukum di Indonesia khususnya tentang hukum yang mengatur 

mengenai tindak pidana perbankan dan juga tindak pidana atau delik umum 

(penggelapan) sebagaimana diatur dalam KUHP, dan yang diharapkan penulis dalam 

penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui faktor apa saja yang mendorong bank dijadikan sebagai

sarana penggelapan di bidang perbankan.

2. Untuk mengetahui dan mengidentifikasi konsep pertanggungjawaban

pidana dalam tindak pidana dibidang perbankan dan tindak pidana

penggelapan.

b. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan penulis dari penulisan skripsi ini terdiri dari 

dua manfaat yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis, dan kedua manfaat itu adalah:
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1. Manfaat Teoritis

a. Menambah wawasan dan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum 

pidana, khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana perbankan 

mengenai tindak pidana penggelapan dengan menggunakan jabatan.

b. Dapat memberi masukan kepada masyarakat, lembaga perbankan, 

pemerintah, aparat penegak hukum tentang eksistensi Undang-Undang 

serta pasal-pasal yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang 

perbankan yang terdapat dalam berbagai Undang-undang.

2. Manfaat Praktis

a. Dapat dijadikan sebagai pedoman dan bahkan rujukan bagi rekan 

mahasiswa, masyarakat, lembaga perbankan, praktisi hukum, dan 

pemerintah dalam melakukan penelitian yang berkaitan dengan tindak 

pidana di bidang perbankan.

b. Dapat memberikan masukan bagi pemerintah, aparat penegak hukum, 

lembaga perbankan, dan masyarakat tentang hal-hal yang harus 

dilakukan dalam menanggulangi tindak pidana perbankan.

F. METODE PENELITIAN

Metode penelitian dapat diartikan sebagai jalan ke atau cara untuk mencapai

sesuatu. Namun demikian, menurut kebiasaan, metode dapat dirumuskan dengan 

kemungkinan-kemungkinan sebagai berikut:
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1. Suatu tipe pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian

2. Suatu teknik yang umum bagi ilmu pengetahuan

3. Cara tertentu untuk melaksanakan suatu prosedur

Dalam penulisan skripsi ini metodologi yang digunakan oleh penulis adalah

sebagai berikut:

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif atau studi 

kepustakaan (library search), yaitu dengan melakukan penelusuran terhadap 

bahan-bahan pustaka yang relevan dengan permasalahan.15

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian hukum dapat bermanfaat pada pengumpulan

bahan penelitian berupa bahan dan informasi dari berbagai aspek mengenai isi

hukum atau permasalahan yang coba ditemukan. Dalam penulisan ini penulis

menggunakan metode pendekatan yuridis.

3. Bahan Penelitian

Di dalam penelitian normatif, bahan kepustakaan yang menjadi pusat 

penelitian digolongkan sebagai data sekunder. Data sekunder ini terbagi 

menjadi: 16

15 Soerjono soekanto, Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Sinzkat 
(Jakarta: CV.Rajawali, 1985),hal 15

16 /6/V/,hal 34
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a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri

dari :

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan 

sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia

4. Undang-Undang Nomor 24 tahun 1999 tentang lalu lintas devisa dan

1.

sistem nilai tukar

5. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

b. Bahan hukum sekunder ,yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan

penjelasan terhadap bahan hukum primer, yaitu berupa referensi-referensi

mengenai tindak pidana penggelapan dalam hukum perbankan, doktrin,

atau pendapat-pendapat para ahli,hasil penelitian/hasil karya kalangan

hukum dan lain sebagainya.

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk 

maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum 

sekunder, yaitu berupa kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, 

buku-buku bacaan dan lain-lain.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian

Pengumpulan bahan yang diperlukan penulis yang berkaitan dengan 

penyelesaian skripsi ini ditempuh melalui cara-cara penelitian kepustakaan. 

Dalam hal ini, penulis melakukan penelitian terhadap literatur-literatur untuk
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memperoleh bahan teoritis ilmiah yang dapat digunakan sebagai dasar analisis 

terhadap substansi pembahasan dalam penulisan skripsi ini. Tujuannya adalah 

agar memperoleh bahan-bahan sekunder yaitu meliputi peraturan perundang- 

undangan, buku -buku, majalah, surat kabar, situs internet, maupun bahan 

bacaan lainnya yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.

Dalam penelitian hukum, teknik pengumpulan bahan penelitian yang akan 

digunakan tergantung pada tipe penelitian. Karena tipe penelitian yang penulis 

gunakan adalah tipe penelitian normatif, maka penulis akan memfokuskan 

pada studi kepustakan. Studi kepustakaan ini dilakukan dengan maksud 

memperoleh data primer maka peneliti harus mengumpulkan berbagai 

legislasi dan regulasi yang berkaitan dengan isi yang akan diteliti dan data

sekunder dengan melalui serangkaian membaca, mengutip buku-buku, dan

menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Teknik Analisis

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif 

kualitatif yaitu dengan memperhatikan keterkaitan data dengan permasalahan, 

maupun keterkaitan data yang satu dengan yang lain, sehingga memperoleh 

kesimpulan yang benar.
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